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Tesisini membahas mengenai pentingnya penyuluhan hukum bagi seorang Notaris sebelum dan saat
pembuatan aktanya. K etentuan mengenai Penyuluhan hukum bagi seorang Notaris terdapat pengaturannya
dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan Kode
Etik Notaris.

Dalam penulisan tesisini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan utamanya dengan
menggunakan data sekunder dan wawancara tertulis dengan informan guna mendapat keterangan mengenai
fungsi penyuluhan hukum bagi Notaris baik sebelum dan saat pembuatan aktanya dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Y ang menjadi dasar pembuatan suatu Akta Notaris adalah
adanya kehendak atau keinginan para pihak untuk dapat memformulasikan maksud dan tujuannya ke dalam
akta yang notaril.

Notaris dalam hal ini berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum dengan tetap memperhatikan
batasan bahwa saran maupun pendapat yang diberikan notaris baik sebelum dan saat pembuatan aktanya
tidak menyalahi kewenangan yang dmilikinya dalam artian saran atau pendapat yang diberikan notaris tetap
berada di luar para pihak atau bukan sebagai pihak dalam akta yang dibuatnya. Notaris dalam pelaksanaan
tugas dan jabatannya senantiasa harus bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak dan netral sehingga akta yang
dibuatnya dapat melindungi kepentingan dari kedua belah pihak.
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